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BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa menindaklanjuti Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menter1 Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan
Bupati Kutai Timur tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur;

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republk

Indonesia Nomor 3962};



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembararn Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repubhbk Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemernintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 355 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Pemerintah Daecrah Kabupaten Kutai Timar.
Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Timur.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten
di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kutai Timur dalam hal ini selaku Tim TAPD.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang yang melaksanakan APBD.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.



10. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan
oleh 1 {satu) atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input)] untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Belanja Tidak Terduga selanjutnya disingkat BTT, merupakan
belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yang tidak/sulit diperkirakan sebelumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud pengaturan ini adalah wuntuk menyeragamkan
langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pemberian
dan pertanggungjawaban BTT sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

(2) Tujuannya adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam
pemberian dan pertanggungjawan BTT agar langkah-
langkah pemberian, pelaksanaan, monitoring, pengawasan,
pertanggugjawaban dan pelaporan BTT dapat berjalan
tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel
sesuali dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.



(1)

(2)

(3)

BAB i1
PRINSIP PEMBERIAN BTT

Pasal 4

BTT merupakan pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti tanggap
darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana
sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat
dipertukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
Pemerintah Daerah;

Kegiatan yang bersifat tidak biasa, yaitu untuk tanggap
darurat dalamm rangka pencegahan gangguan terhadap

stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di
daerah;

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung
dengan bukti-bukti yang sah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCAIRAN BTT

(1)

(2)

Pasal 5

Pengelolaan keuangan untuk BTT dianggarkan pada
SKPPKD yang menangani dalam kelompok belanja tidak
langsung dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan;
Pengeluaran BTT dilakukan dengan cara:

a. diusulkan dari Desa, Kecamatan dan Dinas Sosial
berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan
efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih
pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah
didanai dari APBN serta dengan tetap

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;



b. surat pernyataan dari Desa, Kecamatan dan Dinas
Sosial bahwa terjadi bencana alam dan/atau bencana
sosial di daerah yang bersangkutan;

c. bilamana terjadi bencana alam dan/atau bencana

sosial di luar wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka

Kepala Daerah dapat menggunakan dana BTT yang
tersedia, dan melaporkan kepada DPRD;

d. ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan
diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

(3) SKPD teknis Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan
pengadaan barang/jasa yang timbul karena melaksanakan

BTT berpedoman pada ketentuan yang berlaku

BAB V
MONITORING DAN PENGAWASAN
Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan monitoring dan

pengawasan terhadap penggunaan dana BTT;
(2) Bilamana dipandang perlu, pengawasan dapat dilakukan

langsung oleh Inspektorat Kabupaten atas perintah

Gubemur.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten pimpinan Instansi/Lembaga penerima
dana BTT bertanggung jawab atas penggunaan dana BTT dan
wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada
Bupati.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati 1ini mulai berlaku pada tanggal
di Undangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 21 Me1 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,
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H. ISRAN NOOR



